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Hal . Penyampaian Laporan Bulanan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua
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Tanggal : 9 April 2026

Sehubungan dengan Pengelolaan Administrasi pada Badan Pengarah Papua (BPP)
Perwakilan Provinsi Papua Selatan, dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
BPP Provinsi Papua Selatan Bulan Maret Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Asyik Fauzi

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda
tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Badan
Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi
Papua Selatan dapat menyelesaikan Laporan Bulanan Kegiatan Februari 2026 ini dengan
baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi terhadap
pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) yang berorientasi pada pemberdayaan Orang

Asli Papua (OAP) dan percepatan pembangunan berbasis kearifan lokal.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, BP3OKP Papua Selatan
berkomitmen untuk memastikan Dana Otsus dimanfaatkan secara tepat sasaran, transparan,
dan akuntabel. Selama bulan Februari 2026, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan
strategis, mulai dari koordinasi lintas lembaga, advokasi kebijakan, hingga pendampingan

teknis di bidang pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pembangunan.

Laporan ini juga memuat tantangan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut sebagai
bahan perbaikan untuk bulan berikutnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh
pihak yang terlibat: pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, mitra pembangunan,
serta kelompok kerja (Pokja) BP3OKP yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan

program.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam proses pelaporan ini. Oleh karena
itu, saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas kerja ke
depan. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi semua pemangku kepentingan
dalam mewujudkan Papua Selatan yang Cerdas, Sehat, dan Produktif.

Merauke 10 Maret 2025
Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd.M.Si, MRSC
NIP: 999920240117145257
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1.1 Maksud dan Tujuan

BABI
PENDAHULUAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dan Daerah adalah untuk mengakomodir seluruh

Aspirasi dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang sudah diusulkan pada Musrembang

OTSUS tahun 2025 yang harus dikerjakan pada tahun 2026, dan target program Kerja tahun ini

harus direalisasikan sesuai target-target yang sudah ditetapkan, sehingga kami minta Komitmen

Kementerian terkait untuk mendukung program Kerja ini.

1.2 Ringkasan Kelembagaan

1.2.1

Landasan/Dasar Aturan

Landasan/dasar aturan BP3OKP/BPP, diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden,

peraturan pemerintah, yang terurai sebagai berikut.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan
Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan,
Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK
Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi
Khusus.

Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor
SE-44/PB/2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola Penerimaan Dalam
Rangka Otonomi Khusus Papua.

Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengarah Papua

Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER- 2/SETBPP/JYP/2023
tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan

Guru Melalui Pendidikan Guru Di Provinsi Papua
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024

Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi K husus
5



1.2.2 Definisi

1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan
Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan
khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan
pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.

2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan

lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.2.3  Struktur Kelembagaan

STRUKTUR

DRGANISASI 1™
BADAN
PENGARAH | o
PAPUA

Supals Bapounas Froeree o Papn

Komite
Ekseutil

------------------

Kelompok Kerja

Gambar 1 1. Struktur BP3OKP Sesuai Perpres 121 Tahun 2022

1.2.4  Tugas dan Fungsi

1)  Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas
melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan
dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2)  Sesua Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi:
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1.2.5

a Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi  Khusus dan

percepatan pembangunan di wilayah Papua;

b. Sinkronisas, harmonisas, dan koordinasi  serta pemberian arahan

pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap
pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan

. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu

strategis pel aksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;

. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di

wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan
Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;

. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan\ pembangunan di

wilayah Papua kepada Presiden; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan

Koordinasi (SHEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun

2021 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Badan Pengarah

Papua (BPP) melaksanakan kegiatan Program.

Adapun ruang lingkup kegiatan Anggota BPP beserta Pokja BPP PPS dalam pelaksanaan

OTSUS Papua sesuai dengan palaksanaan pembangunan Papua khususnya Papua Selatan secara

general, sebagai berikut:

a. Sinkronisasi Program dan Kebijakan

= Menyatukan dan menyelaraskan program-program kerja dari berbagai instans dan
lembagaterkait di Provinsi Papua Selatan agar sejalan dengan kebijakan nasional dan
peraturan daerah terkait Otsus.

= Menyusun rencana kerja bersama yang memuat target, indikator keberhasilan, serta
jadwal pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi. dengan arah kebijakan nasional serta

memenuhi prinsip-prinsip tata kelolayang baik.

b. Harmonisasi Data dan Informas

= Bersinergi dan berkolaboras dalam mengintegrasikan data potensi, kebutuhan, dan
perkembangan pendidikan di Papua Selatan guna mendukung pengambilan keputusan

yang berbasis data.
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c. Evaluas Kinerja dan Akuntabilitas Program

pel aksanaan program serta merekomendasikan langkah perbaikan..

d. Koordinas Internal dan Eksternal

Melaksanakan pertemuan rutin dan dialog lintas sektor untuk memastikan adanya
komunikas yang efektif antar anggota Pokja, pemerintah daerah, masyarakat, dan
pihak terkait lainnya.

Menyusun mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap kegiatan berjalan sesuai

rencana dan mampu menyesuaikan terhadap dinamika yang berkembang..

e. Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya

Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota Pokja serta aparat terkait
dalam bidang evaluasi, pengumpulan data, dan pengel olaan program.
Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses

pengawasan dan keberlanjutan program.

f. Pelaporan dan Transparansi

1.2.6

Mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada seluruh
pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Papua Sel atan.

Menyebarluaskan hasil evaluas dan perkembangan pelaksanaan program secara
berkala dan terbuka.

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Pelaksanaan tugas BP3OKP pada Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Selatan didukung
dengan SDM yang dapat dilihat pada Tabel 1. 1. Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada

Provinsi Papua Selatan, di bawabh :

Tabel 1. 1. Daftar SDM Sesuai Struktur BP3OKP pada Provinsi Papua Selatan

JLH
NO. UNIT KERJA & JABATAN
ORG
1. Pimpinan :  Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua 1 org
Selatan
2. Kelompok : 1. POKJA Papua Sehat 1 org
Kerja : 2. POKIJA Papua Cerdas 1 org
(POKIJA) .
POKIJA Papua Produktif 1 org
4. POKIJA Papua Polhukam - org
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JLH
NO. UNIT KERJA & JABATAN
ORG
3. Pendukung : TIM Kerja dari KPPN/DJPB Kab. Merauke 3 org
Administratif Provinsin Papua Salatan
4. Staf/ . Staf/lkaryawan yang diperbantukan kepada 3 org
Karyawan BP3OKP yaitu karyawan PPNPN
BAB I1

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN

2.1 Rekapitulasi Kegiatan

lzigggpitulasi pelaksanaan kegiatan Anggota BPP dan Pokja Sehat pada bulan Februari

terurai sebagai berikut:

1.  Notulen Diskusi pada Komisi Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah
2026, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah

Papua pada tanggal 9 Februari 2026




a. Narasumber Kegiatan Sosialiasi dan
Bimbingan Teknis tentang Tata Kelola
Pendidikan Dasar di Seluruh Indonesia
bersama Kementerian Pendidikan Dasar
dan Menengah di Jakarta.

Pada saat diskusi dengan pak Menteri
______________ Pendidikan Dasar dan Menengah di

Jakarta  salah satu point yang kami

diskusikan adalah berkaitan dengan

: penyebaran dan distribusi guru-guru di
seluruh sekolah-sekolah Negerl dan Swasta yang ada di seluruh Indonesia harus Merata

karena Proses Belajar mengajar harus merata, tidak boleh ada diskriminasi antara Sekolah-
sekolah Swasta dan Negeri karena Pendidikan yang comprehensive harus diberikan untuk
seluruh anak Bangsa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam peningkatan
kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan bermutu untuk semua,
Kementerian  Pendidikan Dasar dan  Menengah  (Kemendikdasmen) akan
menyelenggarakan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026.
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045
menuju Indonesia Emas 2045, Konsolidasi Nasional bertujuan untuk membangun sinergi,
kesepahaman, dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat,
media, dan pemangku kepentingan pendidikan dalam pencapaian target pembangunan
pendidikan. Pada tahun 2026, Konsolidasi Nasional akan mengusung tema “Memperkuat

Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”

2.  Notulen Diskusi pada Komisi Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah
2026, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua

pada tanggal 10 Februari 2026

10



a. Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 :

(1) Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerahdenganber pedoman pada

Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih yang

dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam

RPJMD 2025-2029.

(2) RKPD Tahun 2026 sebagai manadi maksud pada

ayat(1) memuat:

a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;

Prioritas pembangunan daerah;

Rencana kerjadan pendanaan untuk jangka waktu 1(satu) tahun;

Program Strategis Nasional; dan

Kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025.

(3) Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan simultan dan terkoordinasi dengan
penyusunan RPJMD 2025-2029.

(4) Bagi daerah yang Kepala Daerah masih dijabat oleh penjabat Kepala Daerah,
penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagai manadi maksud pada ayat (1)
menggunakan RPD atau RPJMD yang masih berlaku dengan berpedoman pada
RPJMN 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045.

(5) Dalam hal Daerah telah memiliki Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah,
dilakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan atau
penyesuaian terhadap rancangan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan penyusunan
RKPD sebagaimana dimaksud padaayat (1).

(6) Penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman pada RPJMD Tahun 2022-
2027.

(7) Penyusunan RKPD Tahun 2026 diinput dan diproses kedalam SIPD.

b.
C.
d.

o

11
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b. Pembiayaan Pendidikan Melalui APBD, Menteri Keuangan
Pembiayaan pendidikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Daerah.

STRATEGI PEMBANGUNAN :
@ * Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Labih Tinggi. Merata Dan Stabil”

3 Pilar
o Se. 000

Por tirrbrha maraiag

MESEN PERTUMBUHAN 1o/ Lewes i anl hios

Idim
Fiskal
Soktor nvestast
Keuangan
Strategi
APBN sebaga Xatalis, Membangkitkan Peran Swasta Ekonomi Tumbuh

Lebih Tinggi,

Sektor Swasta sebagai Mesin Utama
Stabil,

untuk Pertumbuhan Tinggi

dan Merata
>6% jangha pendek | »8% jangka panjang

UPAYA PERBAIKAN

1.  Pemerintah terus mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan guna
meningkatkan akses dan kualitas, pemerataan bagi seluruh masyarakat serta
mendorong semakin link and match dengan pasar tenaga kerja.

2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pemerataan tenaga pendidikan di

seluruh wilayah

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

4.  Mendorong penguatan sinergi pendanaan APBN, APBD dan Swasta secara
proporsional.

(98]

e

Belanja Negara (APBN), Menteri PPN/Kepala Bappenas
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m Program Prioritas Bapak Presiden dalam Pembangunan Pendidikan

kita harus fokus kepada investasi paling h
penting bagi rakyat kita, investasi kepada anak- 4
anak kita, sumber daya manusia kita.....|

SECOLAH
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Sekolsh unggul Sekoiah Rakyet
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membangan dan prassrara pameratsan asiites bertjiamn bertjuan meacetsk bertuan urtut
genaras! sahat sebniah d3n TH. perlsasan akses  mengembanghsn agen parsbahin mesingkatkan
cardas, &an madasE Datubian  malerl penguatan peserta dicik dari keluarga miskin kuaditas dan
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pemerataan akses  Integrasi layanan global berhuaitas pendiditan
pandidikan digital pendidikan
berkamitas wetta mendorong
pengganaan
teknologi
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Arahan dalam Mendukung [ 6]
Program Prioritas Bapak Presiden
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POSTUR ANGGARAN FENDAPATAN DAN EELANJA NEGARA (RAPEN) TAHUN 2026 .
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PENGEMBANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL GURU \§y ponvb

TUGAS DAN RUANG LINGKUP
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Materi: Tata kelola guru, Menteri Agama
Tata Kelola Guru Agama di Sekolah Umum, dan Penerapan Pendidikan

Karakter
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Tata kelola Guru Agama di Sekolah
Umum, dan Penerapan Pendidikan
Karakter

KONSOLIDASI NASIONAL PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2026

Dasar Hukum

Amarah hgang-Uncang Sisam Pendatian Axsonal Tatun 7003

8 Pasa 17 awat 10 menyatsh an Datee et ety delie
on Aol h Mt oan Do Dt Bentupwtan
PErOIRI QAT WEUN CeNgT A0TSR Yarg Sanutrye dn
dainan ooh perddk yarg seagama

Peratiran Perceriviah Noreer 33 Tetun 999
o (SSa/bwlers als Kirtus pencatitar
2P 1u a0y petturen setundang-endangan Serkatnal

Amanah PP 55,2007

tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
menjelaskan pada pasal 3 ayat (1) bahwa
| Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, §
jenjang, dan jenis pendidixan wajib
menyelenggarakan pendidikan agama. Dan
ayat (2) Pengelolaan pendidikan agama
dilaksanakan oleh Menteri Agama
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Guru Pendidikan Agama Nasional

Total Gury Pendidikan Agama Status Kepegawalan

316.195 . ...

Bordasarkan Agama Sertifikast Jenjang Pendidikan
243320 2478
Instans! yang Mengangkat
|poemrng | e ‘ s |
L 2082 LA
'umu-u- -l 1) t.t' - bt
_— 'w.” wran NS - s
- ) .
- Parvie Sabaiat s zes .

Guru Pendidikan Agama Nasional

Data Rinclan ; Sertifikasi @ sudsh @ Boum
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5D 7 5995 253 81 14 193186
(S 11354 43063 L 420 iz 3407
| SMASSMK %6 7608 3483 piES 305 76| 47339
“s 1452 “ 58 212! 1 Q! ¥ ]
= 2 0 al 3 0 23
Total | BET7| a5t 18458 1422] 1727, 120] 316,195

TANTANGAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN AGAMA

r o
PEOOBLEMATINA PENDIDIKAN
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ISU STRATEGIS
PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEXOLAH
!

U STRATEGES ! BASS MASALAW/DATA PEMDAUNUNG ] WNORATON/ LANCANGAR USULAN
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e
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3.  Notulen rapat kegiatan tanggal 12 Februari 2026 pertemuan dengan DPD RI di di
Jakarta

BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan dan Papua
Barat Daya diskusi beberapa hal strategis berkaitan dengan
pengelolaan Dana OTSUS, Persentase Dana OTSUS,
Masalah MBG, Koerasi Merah Putih dan Fungsi
Pengawasan yang efektif di Daerah berkaitan dengan
pengelolaan Dana OTSUS agar tepat sasaran dan efektif
dirasakan oleh Orang Asli Papua.

Selain itu kami juga mendiskusikan bagaimana Kolaborasi,

dan bersinergi antara BP3OPK, DPD RI, MRP dan

Pemerintah daerah yang ada wilayah Papua, termasuk tugas dan tanggungjawab dari Komite
Eksekutif sebagai satu kesatkuan lembaga yang dapat berperan penting didalam fungsi

koordinasi di Pusat dan daerah.

4. Notulen rapat kegiatan tanggal 13 Februari 2026 pertemuan dengan Dirtjen Bina
Marga PU RI
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Diskusi dengan Dirjen Bina Marga PU RI berkaitan dengan
Konektivitas Pembangunan Jalan Trans Papua
dari Merauke — Sorong, dengan prioritas
daerah-daerah perbatasan dan jalan-jalan strategis Nasional
yang dikerjakan langsung oleh BPJN Bina Marga di daerah,
dan ada beberapa point penting yang menjadi fokus diskusi:

a. Pesan Bapak Dirjen Bina Marga kepada Kepala
BP3OKP Provinsi Papua Selatan agar tolong
direalisasi konektivitas Jalan PSN dari Wanam —
Sungai Bian — Muting harus terhubung.

b. Lebar badan Jalan kiri dan kanan harus ada

ruang sebesar 4 Meter untuk proteksi Badan Jalan

dari longsor

c. Meyakinkan Masyarakat Adat agar bekerjasama mendukung pembangunan Projek
Strategis Nasional terutama pemberian akses jalan dan pembukaan lahan untuk Sawah.

d. Koridor Jalan harus terhubung dengan Jalan Nasional untuk memudahkan konektivitas
Jalan Kabupaten, Provinsi dan Jalan Nasional.

e. Penyerahan Proposal Perencanaan dari PU Kabupaten Merauke dan Boven Digoel.

5.  Notulen kegiatan tanggal 25 Februari 2026 Diskusi Strategis Penguatan SDM Papua

Selatan bersama Mata Garuda Papua Selatan
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1. Sinergi  dan  Kolaborasi
Kelembagaan

a) Pertemuan  ini  bertujuan
membangun  sinergi  program
kerja yang selaras dengan fokus
BPP, khususnya pada Pokja
Papua Cerdas dan Pokja Papua
Sehat

b) Mata Garuda berkomitmen

pemerintah daerah

c) Direncanakan adanya kolaborasi kemitraan antara Mata Garuda dengan Pokja
Perempuan (Majelis Rakyat Papua), OPD terkait (seperti Dinas Pemberdayaan
Perempuan), serta Pokja Sehat

Sosialisasi dan Pengembangan Beasiswa LPDP

a) Koordinasi Seminar: Team Mata Garuda berkoordinasi dengan BPP untuk

menyelenggarakan seminar besar mengenai sosialisasi beasiswa LPDP.

b) Ketentuan Penerima: Kepala BPP menjelaskan tiga klasifikasi syarat penerima
LPDP di wilayah ini:

¢) Khusus OAP: Tanpa syarat TOEFL.

d) Penduduk Lama: Sudah lama tinggal di Papua (menggunakan TOEFL).

e) Pendatang: Saudara-saudara dari luar Papua (menggunakan TOEFL).

f) Perluasan Jenjang: Kepala BPP menyarankan agar pengelolaan LPDP tidak hanya
fokus pada jenjang S2 dan S3, tetapi juga mencakup jenjang S1

. Program Penguatan Kapasitas

a) Akan dibentuk kelas persiapan khusus sesuai bidang bagi siswa kelas 2 dan kelas 3

(SMA/sederajat) untuk mempersiapkan mereka mengakses beasiswa.

b) Program dirancang berbasis gagasan, riset, dan kebutuhan riil masyarakat agar

memberikan dampak langsung yang berkelanjutan, bukan sekadar seremonial
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RAPAT KORDINASI SINKRONISASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA
SESUAI RAPPP Biak, 5-7 Maret 2026

A. Substantif
1. Isu Strategis Bersama Satu Papua

Setiap Kelompok Kerja (Pokja) menyampaikan dan membahas isu-isu strategis dalam
kerangka “Satu Papua” sesuai fokus bidang masing-masing, guna memastikan keterpaduan

arah kebijakan, sinkronisasi program, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

2. Kesepakatan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Forum SHEK

Perlu dilakukan penegasan dan penyelarasan Forum SHEK sebagai instrumen koordinasi

tematik. Contoh implementasi sebagai berikut:

» Forum SHEK Papua Sehat: Forum SHEK HIV/AIDS;

» Forum SHEK Papua Cerdas: koordinasi K/L mengenai distribusi Guru ASN PPPK ke
sekolah negeri yang berdampak pada kekosongan guru di sekolah swasta, hasilnya adalah

Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025;
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. Forum SHEK Papua Produktif: Forum SHEK terkait Koordinasi Penggunaan
Kawasan Hutan di Areal Konservasi Kabupaten Tambrauw yang melibatkan berbagai
pihak, antara lain Pemda Papua Barat Daya, Pemda Tambrauw, Ketua DPR Tambrauw,

LSM ASRI, BBKSDA, dan pihak terkait lainnya.

= FORUM SHEK BP3OKP

| AUUAEAS MR AL FYRLAREL RER EREIL

» Forum SHEK Papua Polhukam/Damai: pendampingan strategis Papua Damai dan Papua
Produktif di wilayah Maybrat dan Teluk Bintuni, hasilnya adalah: ruas jalan koridor

Susumuk-Teluk Bintuni.

3. Target dan Capaian Kinerja Pokja di Tanah Papua

Perlu pembahasan terkait target serta capaian kinerja masing-masing Pokja dalam

mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua.
25



* eppP™

4. Format Forum SHEK
Perlu pembahasan dan penyepakatan format Forum SHEK sebagai

bersama seluruh Pokja dan Anggota BPP.

W FORUM SHEK BP3OKF

uunummwmmn
i -s “u'i-hm“ -

O et
oL

26

pedoman

S eIt e 4:-','}‘:

pa



B. Administratif
1. Rencana Kerja Tahun 2026

Rencana/program kerja BPP Papua Barat Daya tahun 2026 terlampir:
https://drive.google.com/file/d/1Ty14DMEvzpWhaPHEDxuxKrg-

pecmLbEHr/view?usp=sharing

2. Analisis Anggaran

Telah  dilakukan  analisis  kebutuhan anggaran (RAB)  berdasarkan

rencana/program kerja Tahun 2026.

Total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan seluruh rencana/program kerja Tahun 2026
adalah sebesar Rp1.396.196.000,-, RAB terlampir:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RIrJ2zrFaRZ11drA-

Wdh3x8x6 RolAuP/edit?usp=sharing&ouid=115532310102722163424&rtpof=true&

sd=true

Namun demikian, pagu anggaran Pokja Tahun 2026 yang melekat pada KPPN Sorong sebesar
Rp225.279.000,-, sehingga berpotensi tidak seluruh rencana/program kerja dapat terlaksana.

Berdasarkan analisis, anggaran yang tersedia hanya dapat mendukung:

* Pelaksanaan 3 (tiga) kali Forum SHEK, dan

e 3 (tiga) kali perjalanan dinas luar kota/dalam Provinsi Papua Barat Daya. RAB
revisi (menyesuaian anggaran) terlampir: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SsaG-
UKVUDC37a0B1zkEt-

uS1bQ2CDIb/edit?usp=sharing&ouid=115532310102722163424 &rtpof=true&sd=true

3. Sumber Pendanaan

Sehubungan dengan keterbatasan anggaran Pokja, rencana/program kerja yang belum
dapat tercover diusulkan untuk mendapatkan dukungan pendanaan melalui mekanisme

hibah dari Pemerintah Daerah Papua Barat Daya.

4. Mekanisme Administratif
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Seluruh kebutuhan dan permasalahan administratif disampaikan melalui Anggota BPP

untuk selanjutnya diteruskan dan dikoordinasikan oleh Pokja.

C. Rekomendasi Rundown

1. Pada saat acara Pemaparan Materi Rakortek Musrenbang oleh Bappenas pada

tanggal 5 Maret 2026 pukul 15.30-17.30 WIT, rekomendasi:
* Arahan mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU).

* Penegasan tugas Pokja sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 19, yaitu membantu

BPP dalam:

a. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan

pembangunan serta pelaksanaan Otonomi Khusus Papua sesuai bidang tugas masing-masing;
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b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pengelolaan
perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, serta penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh

K/L dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

 Penjelasan teknis lebih lanjut sebagaimana diatur dalam PP Nomor 107 Tahun

2021 Pasal 4048 terkait percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di
Tanah Papua berdasarkan RIPPP, RAPPP, dan SIPPP (Sistem Interoperabilitas).

» Perumusan IKU/Target Kinerja Pokja (seluruh bidang) untuk periode 5 (lima) tahun

serta capaian tahunan.

» Catatan: Target kinerja tiap Pokja yang disepakati akan dituangkan dalam kontrak
kinerja tahunan dan menjadi dasar perhitungan kebutuhan anggaran masing- masing

Pokja.
» Kesimpulan: Pokja melaksanakan tugas SHEK berdasarkan Perpres Nomor 121
Tahun 2022 Pasal 19 dan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 107 Tahun 2021

Pasal 40—
48.

2. Pada saat acara Diskusi tanggal 5 Maret 2026 pukul 19.00-22.00 WIT poin kesatu,
Diskusi Internal Per Pokja Pembahasan Rencana Kerja 2026 rekomendasi:

pembahasan indikator kinerja utama BPP.

D. Kesimpulan

Perlu adanya kesepakatan bersama atas poin A—C sebagai dasar tindak lanjut bersama

dalam rangka sinkronisasi program Percepatan Pembangunan Papua sesuai RAPPP.

E. Catatan

Seluruh poin perlu dikoordinasikan oleh Tim Perumus yang terdiri dari unsur Sekretariat
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PELAKSANAAN KEGIATAN DAN CAPAIAN

Pelaksanaan Kegiatan Pokja Papua Cerdas

Pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Cerdas pada laporan ini merupakan kegiatan yang
dilaksanakan pada triwulan 1 (Jaanuari-Maret) tahun 2026, dengan rincian  kegiatan

yang terurai pada Tabel 2. 1 berikut.
Tabel 2. 1 Rincian Kegiatan BP3OKP Pokja Papua Cerdas Triwulan 1 tahun 2026 Bulan

Maretr 2026
Kesiatan 1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan
cgratan Hari/Tgl : Rabu, 04 Maret — Minggu 08 Maret 2026
Dasar Pelaksanaan . Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2026

Kegiatan D  Surat dan Undangan Kepala Sekretariat Badan Pengarah

Papua Jayapura
[ ] Insidentil : Sebutkan Alasannya

Perintah Kerja : Surat Tugas NOmMOTr . .......ooiiiiiiiiiiiii i,
Tanggal ...............

Lokasi Kegiatan Hotel Swissbell Biak Kabupaten Biak - Papua

Judul Kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Percepatan
Pembangunan Papua sesuai RAPPP

Misi/Keterangan Anggota BP3OKP, Anggota Pokja

Tugas dan Fungsi yang SHEK Tata Kelola Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua

dilaksanakan

Pelaksana Kegiatan Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura

Peserta Kegiatan Anggota Badan Pengarah Papua; Pokja Badan Pengarah
Papua

Tujuan  Pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan

Kegiatan Papua sesuai RAPPP

Hasil/output Kegiatan 1. Penegasan pada prioritas pembanggunan pada empat

pilar di seluruh tanah Papua, terdiri dari:
1) Papua sehat

Fokus : Kesehatan masyarakat, fasilitas medis
2) Papua Cerdas

Fokus : Pendidikan, teknologi informasi
3) Papua Produktif

Fokus : Ekonomi, industri perikanan, pariwisata
4) Papua Damai

2
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Fokus : Keamanan, persatuan, kesejahteraan
sosial

2. Pentingnya Koordinasi dan sinkronisasi berjalan tertib,
menghasilkan kesepahaman kuat, serta menjauhkan
dari perpecahan

3. Penguatan Kebijakan Interoperabilitas & Dampaknya.
1) Tujuan: Mempercepat pelaksanaan OTSUS
(Otonomi Khusus) melalui integrasi sistem data.
2) Hasil Awal: OTSUS tahun 2020 selesai pada Mei
(biasanya Juli); setelah kebijakan, penyelesaian
dapat lebih cepat.
3) Pencapaian Kunci:
Penyediaan sponsor dan detail teknis oleh
Direktur.
Penggunaan inter  kontabilitas  untuk
percepatan alokasi dana.

4. Penegasan Penurunan angka kemiskinan dan
peningkatan layanan publik melalui pengelolaan dana
Otsus.

5. Perlu dilakukan koordinasi sinkronisasi terkait Potensi
perikanan dan pariwisata di Papua, termasuk
sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah

6. Penegasan dan perhatian terhadap Pengelolaan dan
pengembangan Potensi Perikanan di Kabupaten Biak
Numfor
1) Kapasitas produksi ikan: sekitar 819 juta ton
(potensi maksimum).

2) Izin kapal: 200-300 kapal, namun hanya sebagian
kecil yang beroperasi secara optimal.

3) Permintaan: Program nasional diharapkan
menyentuh semua izin kapal.

7. Survei wisatawan: 76 % wisatawan nasional ingin
mengunjungi Papua, namun akses terbatas (harus
melewati Makassar).

8. Rencana transportasi: Pengembangan penerbangan
Sorong dan jalur darat untuk memperlancar arus
wisatawan.

9. Dukungan dana Otonomi Khusus: Diharapkan dana
otonomi kembali penuh seperti tahun sebelumnya
untuk memperkuat infrastruktur.

10. BPP berperan sebagai intellectual development leader,
menganalisis isu strategis, merumuskan solusi SHEK,
serta menyampaikan rekomendasi kebijakan

11. Strategi capaian mengacu pada penetapan target
operasional yang diukur lewat indikator indikator
seperti partisipasi sekolah, angka rata rata lama sekolah
(RLS), dan angka rata rata tinggi sekolah (HLS).

12. Strategi percepatan: mengidentifikasi program yang
dapat dipakai sebagai intervensi (paket A, B, C) serta
menetapkan target capaian untuk tahun mendatang

3
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13. Standar minimal APM yang ditetapkan pemerintah
adalah 65 %; nilai di bawah 60 % dianggap kritis
(merah).

14. Program program yang direncanakan sebaiknya
program yang sudah ada di tingkat nasional, kemudian
disesuaikan dengan kondisi provinsi, dan Setiap
program harus memiliki target capaian yang terukur
(mis. peningkatan APM menjadi >65 % dalam satu
tahun).

15. Prioritas penggunaan dana OTSUS pada pembangunan
Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan proyek
proyek strategis daerah

16. Kendala Penyaluran Dana OTSUS melalui APBD
sering tertunda karena tidak sinkron dengan RAP.

17. Permasalahan Utama dalam Pembangunan Papua :

1) Keamanan — Ancaman keamanan menghambat
implementasi proyek.

2) Kesenjangan Kesejahteraan — Indikator makro
pembangunan di Papua lebih rendah dibandingkan
rata rata nasional.

3) Kendala Budaya & Lahan — Konflik kultur lokal
dan masalah lahan menghambat pembangunan
fisik.

4) Biaya Konstruksi Tinggi — Misalnya, biaya semen
di wilayah Wabungan > 1 miliar, jauh di atas
standar Jawa.

5) Perubahan SDM & Kepemimpinan — Rotasi
pejabat mengganggu kontinuitas proyek.

18. Tantangan Data dan Sistem Administratif, terdiri dari :

1) Sistem yang terpisah: SIKD, SIPB, dan sistem lain
mengharuskan input ganda.

2) Tidak sinkron: RAB vs. APBD tidak konsisten;
sering harus bongkar pasang data.

3) Keterlambatan laporan: Data yang tidak ter
integrasi menyebabkan penundaan keseluruhan
dana.

4) Keterbatasan akses: Pengguna daerah tidak
memiliki hak akses real time ke data keuangan
pusat.

19. Evaluasi dan Pencapaian 2023 2024

1) RAP selesai: 44 daerah (Papua Barat, Tengah, dll.)
telah menyelesaikan RAP dan APBD tanpa revisi
lebih lanjut.

2) Kecepatan penyaluran: Dana OTSUS dapat
dicairkan mulai Februari 2024, mempercepat
realisasi proyek.

3) Penggunaan dana: Fokus pada pendidikan,
kesehatan, infrastruktur; laporan realisasi kini
lebih akurat berkat integrasi sistem.
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20. Sinkronisasi PP 107, PP21, PMK 33 memastikan
sanksi bagi daerah yang tidak melaporkan tepat waktu.

21. Manajemen kinerja adalah proses mengukur,
melaporkan, dan meningkatkan hasil kerja organisasi
secara terstruktur sehingga dapat
dipertanggungjawabkan kepada stakeholder.

1) Setiap lembaga pemerintah wajib memiliki kinerja
organisasi yang menjadi dasar penilaian kinerja
masing masing pegawai.

2) Kinerja organisasi ditentukan oleh nilai kinerja
pegawai yang dihasilkan melalui indikator
indikator terukur.

3) Pengukuran kinerja harus dapat  diukur,
dikuantifikasi, dan dokumentasikan untuk
mengetahui posisi organisasi (misalnya Papua
Barat vs. Papua).

22. Proses Pengukuran dan Instrumen Capaian Kinerja
dilaksanakan melalui :
1) Pengumpulan Data
Dokumen perencanaan (DATRAP, RAB
tahunan)
Analisis kondisi internal (sumber daya,
tenaga) dan eksternal (geografis, regulasi)
2) Analisis SWOT
Strengths: sumber daya internal, keahlian

teknis.

Weaknesses:  keterbatasan  staf, proses
administrasi.

Opportunities: kebijakan pusat, dukungan
stakeholder.

Threats: faktor keamanan, stabilitas politik.
3) Penyusunan PERDA Strategi
Menetapkan sasaran strategi dan ideologi
sasaran.
Dirumuskan dalam kontrak (nerda/serdek)
untuk dijalankan tiap tahun.
4) Pelaporan
Laporan ke pusat (K/L) melalui policy brief
dan laporan berkala.
Dokumentasi kegiatan (meeting, kunjungan,
S.H.I.K) harus tercatat dalam laborat.

23. Penyusunan Draf Program Pokja Papua Cerdas
berdasarkan Isu Nasional dam Lokal Provinsi di seluruh
tanah Papua.

Rekomendasi : 1. RecOut1:
1) Pilar Papua Sehat
a. Memperkuat pelayanan kesehatan dasar terutama
di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
b. Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan serta
pemerataan distribusi tenaga medis.

5
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c. Mengembangkan fasilitas kesehatan seperti
rumah sakit, puskesmas, dan klinik di wilayah
yang belum terlayani secara optimal.

d. Memperkuat program pencegahan penyakit serta
peningkatan gizi masyarakat

2) Pilar Papua Cerdas

a. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
pada semua jenjang pendidikan.

b. Memperkuat kompetensi guru serta pemerataan
tenaga pendidik di wilayah Papua.

c. Mengembangkan pendidikan vokasi  dan
keterampilan yang sesuai dengan potensi daerah.

d. Meningkatkan akses teknologi informasi dan
digitalisasi pendidikan.

3) Pilar Papua Produktif

a. Mengembangkan sektor ekonomi berbasis
potensi lokal seperti perikanan, pertanian, dan
pariwisata.

b. Meningkatkan akses permodalan dan
pendampingan bagi pelaku usaha lokal.

¢. Mendorong pengembangan industri pengolahan
hasil perikanan dan pertanian.

d. Mengembangkan destinasi wisata unggulan
berbasis budaya dan alam Papua.

4) Pilar Papua Damai

a. Memperkuat pendekatan dialog dan rekonsiliasi
dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua.

b. Meningkatkan program pemberdayaan sosial
bagi masyarakat.

c. Memperkuat kerukunan antar masyarakat dan
tokoh adat, agama, serta pemerintah.

d. Mengembangkan program kesejahteraan sosial
bagi kelompok rentan.

2. REC OUT 2 : Arahan BP3OKP menekankan pentingnya
koordinasi yang tertib, sinkronisasi kebijakan, serta
kesepahaman antar pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Papua
Selatan. Hal ini diperlukan agar seluruh program
pembangunan dapat berjalan efektif, terarah, dan
mendukung stabilitas sosial serta persatuan masyarakat.
1) Secara internal :
BP3OKP perlu memperkuat fungsi sinkronisasi,
koordinasi, evaluasi, dan pengawasan kebijakan
percepatan pembangunan agar seluruh program
pembangunan di Papua Selatan berjalan selaras
dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

2) Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan 4
Kabupaten.
(1) Penguatan Koordinasi Pemerintahan
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Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama
pemerintah  kabupaten perlu memperkuat
koordinasi lintas daerah dalam pelaksanaan
program pembangunan agar tidak terjadi
tumpang tindih program dan kebijakan.

(2) Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Pemerintah daerah perlu menyelaraskan
perencanaan pembangunan daerah dengan
kebijakan percepatan pembangunan Papua serta
prioritas pembangunan nasional.

(3) Penguatan Komunikasi dan Kesepahaman
Antar Pemangku Kepentingan
Pemerintah  daerah  perlu  memperkuat
komunikasi antara pemerintah, tokoh adat,
tokoh agama, tokoh masyarakat, serta
pemangku  kepentingan  lainnya  untuk
membangun kesepahaman dalam pelaksanaan
pembangunan.

(4) Penguatan Stabilitas Sosial  dalam
Pembangunan
Program pembangunan perlu dilaksanakan
dengan pendekatan yang menjaga persatuan,
harmoni sosial, dan stabilitas keamanan
masyarakat.

3. Menyusun strategi melalui proses Bisnis Pembangunan
dalam penyelerasan RKPD — APBD, melalui :

1) Perencanaan RKPD — Penyusunan rencana kerja
daerah.

2) Musrenbang —  Musyawarah  perencanaan
berbasis data terintegrasi.

3) Pembahasan RAP Awal — Validasi kebutuhan
dana dengan OTSUS.

4) Penyusunan APBD — Sinkronisasi RAP dan
APBD; penetapan final.

5) Penyaluran Dana — Melalui Interoperabilitas ;
pengawasan melalui dashboard

4. Solusi dan Inisiatif Interoperabilitas menghadapi
tantangan dan sistem adminstratif, yaitu :

1) Pengembangan Platform Terpadu —
Menghubungkan SIKD, SIPB, dan ARAP ke satu
dashboard.

2) Standarisasi Data — Membuat pedoman teknis
untuk format input (mis. kode akun, satuan).

3) Automasi Alur Kerja — Jika RAP belum selesai,
proses selanjutnya otomatis terblokir (validasi
berantai).

4) Pelatihan SDM — Program capacity building untuk
aparat daerah dalam penggunaan sistem baru.
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5) Regulasi Pendukung — Pengesahan Undang

Undang Khusus dan PP yang mewajibkan integrasi
data.

5. Recout20:

1)

Penegasan kewajiban pelaporan oleh pemerintah
daerah sesuai ketentuan PP 107, PP 21, dan PMK 33

2) Penerapan sanksi administratif bagi pemerintah
daerah yang tidak menyampaikan laporan tepat
waktu

3) Penguatan sistem monitoring dan evaluasi
pelaporan daerah

4) Penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga
dalam pengawasan pelaporan

5) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah
dalam penyusunan laporan

6) Evaluasi berkala terhadap kepatuhan pelaporan
daerah

Rencana Tindaklanjut I. RTLOut1:

1) Pilar Papua Sehat

a. Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan
di daerah terpencil.

b. Program penempatan tenaga kesehatan berbasis
afirmasi untuk wilayah Papua.

c. Penguatan layanan kesehatan berbasis teknologi
(telemedicine).

d. Pelaksanaan program penurunan stunting dan
peningkatan gizi masyarakat.
2) Pilar Papua Cerdas
a. Program peningkatan kualitas dan distribusi guru
di daerah terpencil.

b. Pengembangan sekolah vokasi berbasis potensi
lokal.

c. Penyediaan infrastruktur internet dan perangkat
teknologi pendidikan.

d. Program beasiswa bagi putra-putri Papua untuk
pendidikan tinggi dan pelatihan keahlian.
3) Pilar Papua Produktif
a. Penguatan program pemberdayaan UMKM dan
ekonomi lokal.

b. Pembangunan infrastruktur pendukung sektor
perikanan dan pariwisata.

c. Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat Papua.

d. Promosi pariwisata Papua secara nasional dan
internasional.

4) Pilar Papua Damai

a. Pelaksanaan program dialog dan rekonsiliasi
antar kelompok masyarakat.

b. Penguatan program pemberdayaan masyarakat
berbasis adat dan budaya lokal.
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c. Peningkatan program perlindungan sosial bagi
masyarakat miskin dan rentan.

d. Penguatan peran tokoh adat, tokoh agama, dan
masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial.

2. RTLOUT.2:

1)

2)

Internal BP3OKP

(1) Menyelenggarakan rapat koordinasi berkala
dengan kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah untuk memastikan sinkronisasi program
pembangunan.

(2) Menyusun peta program prioritas
pembangunan Papua Selatan yang terintegrasi
antara pemerintah pusat dan daerah.

(3) Melakukan ~ monitoring  dan  evaluasi
pelaksanaan program pembangunan secara
periodik.

(4) Menyusun rekomendasi kebijakan kepada
pemerintah pusat berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan pembangunan di Papua Selatan.

(5) Memperkuat fungsi Sekretariat BP3OKP
sebagai pusat koordinasi data dan informasi
pembangunan Papua.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan 4

Kabupaten.
1) Penguatan Koordinasi Pemerintahan
7 Membentuk forum koordinasi

pembangunan daerah antara pemerintah
provinsi dan kabupaten.

Melaksanakan rapat koordinasi
pembangunan secara berkala untuk
menyelaraskan program prioritas..

?2) Smkromsas1 Perencanaan Pembangunan
Melakukan penyelarasan dokumen
perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, dan
RKPD) dengan program percepatan
pembangunan Papua.

Mengintegrasikan program prioritas dalam
perencanaan pembangunan kabupaten dan
provinsi..

(3) Penguatan Komunikasi dan Kesepahaman

Antar Pemangku Kepentingan
Melaksanakan dialog pembangunan daerah
secara inklusif yang melibatkan seluruh
elemen masyarakat.

Mengoptimalkan peran tokoh adat dan
tokoh agama dalam menjaga persatuan
masyarakat..

(4) Penguatan Stabilitas Sosial dalam

Pembangunan
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Melaksanakan program pemberdayaan
masyarakat berbasis budaya lokal.

Mengembangkan kegiatan yang
memperkuat solidaritas dan persatuan
masyarakat.

3. Pisahkan OTSUS dari APBD umum — Membentuk
APBD-OTSUS terpisah untuk transparansi dan
monitoring, dengan tujuan :

1) Menghindari campuran alokasi dana antara dana
khusus (OTSUS) dan dana umum yang
menyebabkan ketidaksesuaian pelaporan.

2) Mempermudah penyaluran cepat melalui inter
kontabilitas karena tiap sumber dana memiliki label
yang jelas.

4. Standarisasi kode wilayah pada semua sistem untuk
menghindari duplikasi data.

5. Perkuat koordinasi BP3OKP sebagai pusat
sinkronisasi regulasi, evaluasi, dan pelaporan.

6. Terapkan mekanisme sanksi bagi daerah yang tidak
melaporkan tepat waktu (berdasarkan PP 107, PP 21,
PMK 33).

7. Perluas pelatihan digital bagi semua pejabat daerah
agar dapat mengoperasikan dashboard dan sistem
interoperabilitas secara mandiri.

8. RTL Out20:

1) Menyusun pedoman teknis atau surat edaran yang
mengintegrasikan ketentuan pelaporan, termasuk
waktu, format, dan mekanisme penyampaian laporan

2) Menetapkan mekanisme sanksi secara bertahap
seperti teguran tertulis, penundaan penyaluran
anggaran, atau evaluasi kinerja daerah

3) Mengembangkan sistem pelaporan terintegrasi
berbasis digital yang dapat memantau kepatuhan
pelaporan daerah secara real time

4) Melakukan rapat koordinasi berkala dan sinkronisasi
data pelaporan antara kementerian/lembaga terkait

5) Melaksanakan  bimbingan teknis, sosialisasi
regulasi, serta pendampingan kepada pemerintah
daerah terkait kewajiban pelaporan

6) Menyusun laporan evaluasi kepatuhan pelaporan
daerah  secara periodik dan memberikan
rekomendasi perbaikan kebijakan

10
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RAPAT KOORDINASI ™
SINKRONISASI

e PROGRAM PERGEF
PEMBANGUNAN PAPUA 4,
SESUAIRAPPP 4

Biak. 5-7 Mavet 2026

Next Keg...2

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan 2 Hari/Tgl : Rabu, 11 Maret 20226

Pukul : 10.00 — 14.00

Dasar Pelaksanaan . Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025

Kegiatan [] | Undangan .................
X | Insidentil : Kunjungan Koordinasi Komite Seni Budaya
Nusantara (KSBN) Provinsi Papua Selatan Periode 2025-2030

Perintah Kerja : Insendintil Meeting
Lokasi Kegiatan : Aula KPPN/BP3OKP
Judul Kegiatan : Kunjungan Koordinasi dan Perkenalan Pengurus KBSN Prov.

Papua Selatan

11
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yang dilaksanakan

Misi/Keterangan Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas dan Papua
Produktif
Tugas dan Fungsi SHEK Seni dan Budaya

Pelaksana Kegiatan

KSBN & BP3OKP/BPP Provinsi Papua Selatan

Peserta Kegiatan

Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas dan Badan
Pengurus KSBN Provinsi Papua Selatan

Tujuan Pelaksanaan
Kegiatan

Koordinasi dan Perkenalan dari KSBN Provinsi Papua Selatan

Hasil Kegiatan

2.

. Perkenalan badan pengurus dan BP3OKP Menerima

Dokumen Akta Pendirian beserta Lampiran dokumen.
Arahan Anggota BPP terkait :

1)

2)

3)

4)
5)

6)

pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah (KBD) yang akan
di adakan di Jayapura pada tanggal 26-29 Agustus 2026
Konstribusi dan keterlibatan KSBN dalam peningkatan
seni budaya PPS dan dalam dalam menghadapi
pelaksanaan KBD, diantaranya melalui pendampingan

(1) Penyusunan kamus bahasa daerah

(2) Membuat cerita dongeng dan cerita rakyat dalam
bahasa daerah dalam komik dll. [Tokoh
Kepahlawanan]

(3) Lomba pidato dalam bahasa daerah

(4) Melakukan kajian terkait etnografi Papua
khususnya wilayah Papua Selatan (Budaya, adat
istiadat, bahasa dlI).

(5) Mengadakan seleksi pemilihan peserta seni
melalu kompetisi tari-tarian dari 4 kabupaten
yang akan dikutsertakan dalam KBD.

(6) Penyusunan  regulasi  terkait  kewajiban
penggunaan bahasa daerah di  kalangan
perempuan terutama mama-mama, karena bahas
daerah adalah bahas ibu.

Perhatian terkait arahan presiden tentang kepemilikan

saham terhadap tanah-tanah adat, diwajibkan pemilik

ada adalah pemilik saham.

Untuk pertemuan selanjutnya bersama KSBN,

sebaiknya sertakan MRP, DP-K, DPR-P.

Persiapkan kontingen untuk kegiatan lomba budaya di

Prancis

Perlu adanya pemeriksaan penggunaan Dana BOS pada

satuan pendidikan

12
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7) Verifikasi data student body pada semua satuan
pendidikan guna memaksimalkan anggaran pendidikan
di Provinsi Papua Selatan

3. Arahan Anggota Pokja Papua Cerdas BPP PPS terkait :

1) Diharapkan KSBN dapat menjadi salah satu inisiator
terkait pendirian dan pembangunan Museum Budaya
PPS yang berskala internasional. Dan

2) KSBN dapat menjadi  koordinator  terkait
pengembangan seni dan budaya melalui sanggar-
sanggar yang sudah ada dan atau diperlukan perlu untuk
membangun sanggar pada deerah/ lokasi yang belum
ada sanggar seni budaya.

4. Pengurus Komite Seni Budaya Nasional (KSBN) Ibu Ester

[Bendahara] :

1) Komite Seni Budaya Nasional (KSBN) merupakan
organisasi Perkumpulan yang disahkan melalui Akta
Notaris

2) Badan Pengurus KSBN pada Provinsi Papua Selatan
telah dilantik 01 Agustus 2025.

3) Sebelumnya telah ada pengurus KSBN namun tidak
berjalan.

4) KSBN merupakan salah satu lembaga yang diwadahi
oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan

5) Terkait anggaran operasional sampai saat ini tidak ada
sumber anggaran yang pasti, namun badan pengurus
telah mengajukan Proposal pembiayaan kepada Dinas
Pendidikan provinsi, tetapi belum ada tindaklanjut
realisasi pemenuhan proposal.

5. Pengurus KSBN Pak Karlilmkota [Bid. Pendidikan] :
Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang pendidikan
tanpa adanya biaya yang bersumber dari KSBN :

1) Lomba-lomba yang melibatkan jenjang pendidikan SD-
SMA
2) Adanya dana dari kementerian untuk SMA N.3 dan
SMK N. 3 masing-masing Rp. 10.000.000,- untuk
peningkatan kearifan lokal melalui satuan pendidikan,
yang telah direalisasikan dalam beberapa kegiatan
sebagai berikut :
(1) Kajian dan pemberdayaan ulat sagu, lumpur putih,
gatsi dll
(2) Hasil kajian muatan lokal diintegrasikan ke dalam
kurikulum lokal
(3) Pembuatan papan nama sekolah dalam 3 bahasa
[Bahasa indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa
Marind], namu masih menggunakan bahan kayu
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sehingga sudah rapuh. Hal ini disebabkan karena
tidak adanya biaya.
(4) Penyusunan bahan ajar berbasis kearifan lokal
marind.
Semua kegiatan yang laksnakan mendapat apresiasi
positif dari kementerian, dan diarahkan untuk
ditindaklanjut dalam program selanjutnya.

3) Terkait dengan adanya program yang direncanakan
namun tidak ada sumber anggarannya yaitu
Kunjungan pembelajaran pada pusat penyulingan kayu
putih.

4) Peningkatan kompetensi Siswa disemua jenajang
pendidikan sesuai dengan kebutuhan peningkatan
pemanfaatan kearifian loka dan perkembangan
teknologi global.

Rekomendasi

. Untuk pertemuan koordinasi selanjutnya terkait penajaman

tugas, fungsi dan peran KSBN di PPS, wajib melibatkan
MRP, DPR-P, DPR-K

. KSBN segera siapkan Program dan Rencana Kegiatan

Anggaran untuk menindaklanjuti arahan Anggita BPP. Dan
program berkelanjutan KBSN untuk diusulkan ke pihak
Pemerintah daerah PPS.

. Pendampingan akan dilakukan oleh BP3OKP melalui Pokja

Papua Cerdas dan Papua Produktif.

Rencana
Tindaklanjut

Dokumentasi

. Buat pertemuan koordinasi lanjutan pada bulan April 2026
. BP3OKP mengarahkan KSBN untuk menyerahkan
dokumen persiapan pelaksnaan Kongsres

. BP3OKP mengarahkan KSBN menyusun dan menyerahkan
Grand design / Master plan pengembangan seni budaya di
Provinsi Papua Selatan
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Waktu Pelaksanaan Kegiatan

yang dilaksanakan

Kegiatan 3 Hari/Tgl : Kamis, 12 Maret 20226
Pukul : 15.00 - 17.30
Dasar  Pelaksanaan . Rencana Kegiatan Anggaran POKJA Tahun 2025
Kegiatan [] | Undangan .................
X] | Insidentil : Kunjungan Koordinasi Badan Pengurus Mata Garuda
Provinsi Papua Selatan
Perintah Kerja Insendintil Meeting
Lokasi Kegiatan Ruang Kerja Pokja BPP Papua Selatan
Judul Kegiatan Kunjungan Koordinasi Eksitensi dan Program Kerja Pengurus
Mata Garuda Provinsi Papua Selatan Papua Selatan
Misi/Keterangan Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas
Tugas dan Fungsi SHEK Percepatan Pendidikan Papua melalui kerjasama dengan

mitra strategis [Mata Garuda]

Pelaksana Kegiatan

Mata Garuda & BP3OKP/BPP Provinsi Papua Selatan

Peserta Kegiatan

Anggota BP3OKP, Anggota Pokja Papua Cerdas dan Badan
Pengurus Mata Garuda Provinsi Papua Selatan

Tujuan Pelaksanaan
Kegiatan

Koordinasi eksitensi dan Rencana Program Kerja Mata Garuda

Hasil Kegiatan

1. Mata garuda merupakan mitra strategis dalam program
percepatan pendidikan di Papua Selatan, khususnya dalam
mwmberikan motivasi dan support bagi peserta didik dan calon
mahasiswa OAP dalam melanjutkan studi dengan beasiswa
yang bersumber dari LPDP

2. Sekretariat Mata Garuda sebisanya berada pada lingkungan
KPPN atau dimana saja sesuai yang dibutuhkan.
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. BP3OKP menjadi prioritas dikunjungi Mata Garuda untuk

berkoordinasi terkait keberadaan Mata Garuda Provinsi Papua
Selatan

. Rencana akan ada seminar besar terkait dengan tusi Mata

Garuda

Rekomendasi

. Membuat MoU/MoA antara BP3OKP dan Mata Garuda

. BP3OKP mengkoordinasikan terkait sekretariat Mata Garuda

pada Kanwil DJPB Prov. Papua

. Mata Garuda akan dilibatkan pada setiap pertemuan yang

diadakan oleh Pokja Papua Cerdas BP3OKP {Baik sebagai
Narasumber/Pemateri maupun Peserta]

. Mata Garuda Perlu menyusun perencanaan dan strategi dalam

melaksanakan program sosialisasi kepada peserta didik dan
calon mahasiswa tentang manfaat dn dampak dari beasiswa
LPDP dalam meningkatn kualitas SDM Provinsi Papua
Selatan.

. Salah satu regulasi yang perlu dijadikan pedoman penyusunan

program Mata Garuda adalah Perpres 24 Tahun 2023 tentang
RIPPP.

Rencana

. Triwulan 2 - Mempelajari dan menandatangani MoU/MoA

Tindaklanjut

. Integrasi dalam program kegiatan rapat koordinasi bersama

Pemerintah Provinsi dan 4 Kabupaten untuk memperkenalkan
mata garuda dalam salah satu agenda Pokja Papua Cerdas BPP-
PPS

. Pelaksanaan evaluasi penerima beasiswa Afirmasi Provinsi

Papua Selatan

Dokumentasi
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3.1

1.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan hail kegiatan yang terurai pada Tabel 2. 1 sebagai berikut :

Pembangunan Papua: Fokus utama dalam pembangunan Papua melibatkan empat
pilar: kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan keamanan. Pentingnya koordinasi antar
pihak terkait dan pengelolaan dana yang efektif menjadi kunci dalam percepatan
pelaksanaan Otonomi Khusus (OTSUS). Pembangunan infrastruktur, khususnya di
sektor pendidikan dan kesehatan, serta penyelesaian tantangan terkait keamanan,
kesenjangan kesejahteraan, dan biaya konstruksi, menjadi prioritas utama.
Pengelolaan data yang baik juga diperlukan untuk menghindari keterlambatan dalam

pelaksanaan proyek.

Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN): KSBN berfokus pada pengembangan
seni dan budaya di Papua Selatan, dengan berbagai kegiatan, termasuk penyusunan

kamus bahasa daerah, lomba pidato, dan kajian etnografi. Selain itu, KSBN juga
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akan berperan dalam pendirian Museum Budaya PPS dan pengembangan sanggar
seni. Namun, kendala pendanaan menjadi tantangan utama dalam merealisasikan
program-program tersebut. KSBN terus berupaya meningkatkan pengelolaan

anggaran agar lebih efektif dalam mendukung pendidikan dan budaya.

Mata Garuda: Mata Garuda berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung
program pendidikan di Papua Selatan, dengan fokus pada pemberian beasiswa LPDP
untuk peserta didik dan calon mahasiswa OAP. Mata Garuda juga berkoordinasi
dengan BP3OKP untuk memperkuat keberadaannya di Papua Selatan dan berencana
mengadakan seminar besar untuk membahas tugas serta peranannya dalam
pendidikan. Koordinasi yang baik dan pengelolaan anggaran yang tepat akan

mempercepat realisasi program pendidikan tersebut.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah Saran Strategis untuk ditindaklanjuti oleh

para pemangku kepentingan:

1.

Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi: Disarankan agar semua pihak terkait,
baik pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga-lembaga pendidikan dan budaya,
meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program-program
pembangunan. Hal ini untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana,
serta mempercepat alokasi dana yang tepat guna dan efektif.

Pengelolaan Dana yang Lebih Efektif: Untuk memaksimalkan hasil
pembangunan, terutama dalam bidang pendidikan dan budaya, disarankan agar
anggaran yang telah diajukan oleh lembaga-lembaga seperti KSBN dan Mata Garuda
segera disetujui dan direalisasikan. Pengelolaan dana yang efisien, transparan, dan
berkelanjutan akan sangat mendukung kelancaran program-program yang sudah
direncanakan.

Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia: Pengembangan
infrastruktur di sektor pendidikan, kesehatan, serta seni dan budaya harus menjadi
prioritas. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
(SDM), baik di bidang pendidikan maupun budaya, perlu dilakukan untuk

memastikan kelancaran program-program yang ada.
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4. Pemberdayaan Komunitas Lokal: Diperlukan lebih banyak upaya dalam
pemberdayaan masyarakat setempat, seperti pemberian pelatihan kepada perempuan
dan anak-anak mengenai pentingnya penggunaan bahasa daerah serta kearifan lokal
dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Hal ini akan memperkuat keberagaman
budaya dan meningkatkan rasa memiliki terhadap warisan budaya daerah.

5. Evaluasi dan Monitoring: Disarankan agar dilakukan evaluasi berkala terhadap
pelaksanaan program pembangunan dan budaya yang telah dilakukan, untuk
mengetahui sejauh mana pencapaian yang telah dicapai dan hambatan-hambatan
yang ada. Evaluasi ini akan memberikan informasi penting untuk perbaikan dan
penyesuaian strategi yang lebih tepat ke depannya.

6. Peningkatan Akses Pendidikan: Dalam mendukung program pendidikan,
khususnya bagi OAP, perlu ada peningkatan akses terhadap informasi mengenai
beasiswa dan peluang pendidikan tinggi. Mata Garuda dan lembaga lainnya dapat
memperkuat sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan partisipasi

mahasiswa Papua dalam melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
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LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN POKJA PAPUA SEHAT BP3OKP

PROVINSI PAPUA SELATAN BULAN MARET 2026

A. Ringkasan Eksekutif

Pada tanggal 5-6 Maret 2026, Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Selatan
mengikuti Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Papua sesuai

RAPPP Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan di Biak Numfor

Kegiatan ini merupakan forum strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan
pembangunan Papua antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung

implementasi percepatan pembangunan di sektor kesehatan.

Fokus utama kegiatan meliputi:

Sinkronisasi RAPPP dengan RPJMD daerah

Penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus)

o Penyusunan rencana kerja Pokja tahun 2026

Penetapan komitmen kerja Pokja Papua Sehat

Hasil kegiatan menegaskan bahwa peran Pokja Papua Sehat semakin strategis sebagai
akselerator transformasi kesehatan di tanah Papua, dengan penekanan pada peningkatan tata
kelola, efektivitas penggunaan dana Otsus, serta pencapaian dampak nyata bagi Orang Asli

Papua (OAP).

B. Dasar Hukum
Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan
Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan,
Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua;
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Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan
Pembangunan Otonomi Khusus Papua;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan
Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041;

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan
Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan
Infrastruktur;

Peraturan Menteri PPN/Bappenas tentang Musrenbang Otonomi Khusus Papua;

Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan
BPP;

10. Peraturan Ketua BPP Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPP;

11. Keputusan Ketua BPP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keanggotaan dan Tugas Pokja;

12. Keputusan Ketua BPP Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Pokja.

C. Ruang Lingkup

Kegiatan mencakup:

Partisipasi dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi RAPPP

Diskusi lintas Pokja dalam penyusunan rencana kerja tahun 2026
Pembahasan tata kelola Dana Otsus dan sistem interoperabilitas
Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah melalui RAPPP dan RPJMD

Penetapan komitmen kerja Pokja Papua Sehat

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5-6 Maret 2026 di Swiss-Belhotel Biak Numfor

dengan melibatkan kementerian/lembaga pusat, BP3OKP, serta Pokja lintas bidang.

D. Kegiatan Strategis Badan Pengarah Papua

1. Sinkronisasi Arah Kebijakan RAPPP

Pada hari pertama, disampaikan arahan strategis bahwa RAPPP merupakan instrumen

utama dalam mengarahkan prioritas pembangunan Papua.

Pokok hasil:
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e RAPPP menjadi acuan utama perencanaan daerah
o Perlunya indikator kinerja yang jelas dan terukur
e Program harus menjawab kebutuhan riil masyarakat Papua

Selain itu, Pokja diminta menyusun program kerja yang selaras dengan RAPPP dan

RPJMD, serta berbasis pada permasalahan daerah.

2. Penguatan Tata Kelola Dana Otsus

Pada hari kedua, dibahas kebijakan interoperabilitas Dana Otsus yang bertujuan

memperbaiki tata kelola melalui integrasi sistem.
Permasalahan utama:

o Ketidaksinkronan data
o Keterlambatan penyaluran
e Belum optimalnya dampak program

Solusi:

o Integrasi sistem SIPPP, SIPD, dan SIKD
e Penguatan monitoring berbasis data
o Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

Peran Pokja Papua Sehat:

e Mengawal penggunaan dana kesehatan
e Memastikan output dan outcome program
o Melakukan evaluasi berbasis data lapangan

3. Sinkronisasi Perencanaan RAPPP dan RPJMD
Bappenas menegaskan pentingnya:

o Keselarasan RAPPP dengan RPJMD
e Peran Musrenbang Otsus sebagai instrumen utama perencanaan
o Integrasi seluruh program dalam sistem SIPPP

Pokja Papua Sehat didorong untuk:

o Terlibat aktif dalam Musrenbang Otsus
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Memberikan rekomendasi berbasis hasil evaluasi

4. Komitmen Strategis Pokja Papua Sehat

Pokja Papua Sehat menetapkan komitmen sebagai berikut:

1.

2
3.
4

o ® =N W

11.
12.
13.

Mengawal implementasi RAPPP dan RIPPP

. Menyusun rencana strategis 2026-2029

Menyusun rencana kerja tahunan

. Memperhatikan:

o Infrastruktur kesehatan

o SDM kesehatan

o Tata kelola layanan
Mengembangkan Satu Data Papua Sehat
Memperkuat forum stakeholder
Berperan sebagai akselerator transformasi kesehatan
Memastikan keberpihakan program untuk OAP

Mendorong efektivitas Dana Otsus

. Merekomendasikan penguatan jaminan kesehatan daerah

Mengawal mandatory spending kesehatan
Terlibat dalam Musrenbang Otsus

Melakukan monitoring dan evaluasi triwulanan

E. Kesimpulan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Kesimpulan

1. RAPPP menjadi instrumen utama arah pembangunan Papua

2. Tata kelola Dana Otsus masih perlu perbaikan

3. Peran Pokja Papua Sehat semakin strategis

4. Komitmen Pokja menjadi dasar kerja ke depan
Rekomendasi

1. Penguatan monitoring berbasis data

2. Integrasi sistem Satu Data Papua Sehat
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3. Peningkatan koordinasi lintas sektor

4. Pengawasan penggunaan Dana Otsus

Tindak Lanjut
1. Penyusunan Renstra Pokja 20262029
2. Penyusunan rencana kerja tahunan
3. Pelaksanaan monev triwulanan
4

. Keterlibatan aktif dalam Musrenbang Otsus

F. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Anggota dan Pokja BP3OKP Provinsi Papua
Selatan bulan Maret 2026 disusun sebagai bahan evaluasi dan dasar penguatan peran Pokja
Papua Sehat dalam mendukung percepatan pembangunan Papua yang berkelanjutan dan

berdampak bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.

G. Dokumentasi
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BAB III
PENUTUP

3.3 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan sepanjang bulan Februari 2026,

Anggota BP3OKP telah melakukan tugas dan fungsi SHEK sebagai berikut:

1.

Diskusi pada Komisi Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah
2026, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah

Papua pada tanggal 9-10 Februari 2026

Diskusi bersama DPD RI di Jakarta tanggal 12 Februari 2026, BP3OKP
Perwakilan Provinsi Papua Selatan dan Papua Barat Daya diskusi beberapa hal
strategis berkaitan dengan pengelolaan Dana OTSUS, Persentase Dana OTSUS,
Masalah MBG, Koerasi Merah Putih dan Fungsi Pengawasan yang efektif di
Daerah berkaitan dengan pengelolaan Dana OTSUS agar tepat sasaran dan

efektif dirasakan oleh Orang Asli Papua

Diskusi dengan Dirtjen Bina Marga di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2026,
Diskusi dengan Dirjen Bina Marga PU RI berkaitan dengan Konektivitas
Pembangunan Jalan Trans Papua dari Merauke — Sorong, dengan prioritas
daerah-daerah perbatasan dan jalan-jalan strategis Nasional yang dikerjakan

langsung oleh BPJN Bina Marga di daerah

Diskusi Strategis Penguatan SDM Papua Selatan bersama Mata Garuda Papua

Selatan

5. Diskusi tanggal 5 Maret 2026 pukul 19.00-22.00 WIT poin kesatu, Diskusi Internal

Per Pokja Pembahasan Rencana Kerja 2026 rekomendasi: pembahasan indikator
kinerja utama BPP. Perlu adanya kesepakatan bersama atas poin A—C sebagai dasar
tindak lanjut bersama dalam rangka sinkronisasi program Percepatan Pembanguan
Papua sesuai RAPPP.
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3.2 Penutup

Demikian Bab Penutup ini disusun sebagai refleksi dan rangkuman atas dinamika
serta capaian kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Selatan pada bulan Februari 2026.
Beragamnya kegiatan yang terlaksana dengan baik adalah buah dari sinergi, dedikasi, dan

komitmen bersama seluruh pihak.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada:

e Seluruh Pimpinan Pemerintah Pusat yang telah membuka ruang dialog dan

koordinasi.

e Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta seluruh Organisasi Perangkat

Daerah (OPD).

o Sekretariat BP3OKP serta seluruh Anggota dan Kelompok Kerja (Pokja) yang telah

bekerja keras.

Kami menyadari bahwa perjalanan untuk mewujudkan Papua Selatan yang Sehat,
Cerdas, Produktif, dan Damai masih panjang. Semoga momentum dan jejaring kerja yang
telah terbangun pada bulan ini menjadi landasan yang kokoh untuk aksi-aksi kolaboratif
yang lebih terfokus, terukur, dan berdampak nyata di masa-masa mendatang. BP3OKP
Provinsi Papua Selatan berkomitmen untuk terus menjadi bagian aktif dari solusi, mengawal
dengan sungguh-sungguh setiap proses percepatan pembangunan untuk kesejahteraan yang

berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua”.

Merauke 10 Maret 2025

Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd. M.Si, MRSC
NIP: 999920240117145257

26

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda
tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF



